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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGISIAN

KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INDUK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai jumlah, mekanisme, dan
tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah
penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang tentang pembentukan Provinsi atau
Kabupaten/Kota, ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundangundangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 297 ayat (5),
Pasal 348 ayat (5) dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
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dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan
Umum perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengisian
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten induk
serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada
Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

c. bahwa sesuai perkembangan dan permasalahan dalam
pelaksanaan penataan keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten induk dan pengisian
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota yang dibentuk
setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004
dan belum dilakukan pengisian sampai dengan
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, perlu
menyempurnakan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun
2009 dengan mengganti Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 61 Tahun 2009;

d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan
c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1)
huruf t dan Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Induk Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Penyelenggaraan
Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4884);
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4316);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4721);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara
Nomor 4836);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara,
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan
Lembaga Negara Nomor 4986);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123);

9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005
tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang;
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10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan
Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun
2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di
Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Serta Tingkat
Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan
Pengumuman Hasil pemilu, Tata Cara Penetapan
Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan
Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun
2009;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/
Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan
Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara
Nasional Dalam Pemilihan Umum 2009 sebagaimana
diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 396/Kpts/ KPU/Tahun 2009;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 153/SK/
KPU/Tahun 2008 sampai dengan Nomor:
185/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah
Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-
VI/2008 tanggal 24 Desember 2008;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 110-111-112-
113/PUUVII/2009 tanggal 6 Agustus 2009;

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 124/PUU-VII/
2009 tanggal 26 Agustus 2010;

6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 05/BA/II/2010
tanggal 23 Februari 2010;

7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 23/BA/XI/ 2010
tanggal 1 November 2010;

8. Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 03/BA/I/201
1 tanggal 2011.
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